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KATA PENGANTAR

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan sebagai Dinas
Teknis yang berada di Kabupaten, berperan dalam penyelenggaraan bidang
Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari Urusan Komunikasi dan Informatika ,
Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Magetan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis
(Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam
jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
diembannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Magetan menyusun Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2018 - 2023, yang merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu
lima tahun ke depan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini
memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan
yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
lima tahun kedepan, juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong

gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Magetan ini. Masukan, saran dan kritik sangat diharapkan
khususnya untuk penyempurnaan Rentra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magetan ini umumnya untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan

kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan , Juni 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

—— ey
Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Tingkat |
‘NI 19660608 198702 1 003
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BAB |
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras. baik
antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah dan juga antar instansi dan
fungsi pemerintahan merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam
rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi sinkron dan sinergis baik
antar daerah antar ruang antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah
diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja
sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan baik untuk jangka menengah
(lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja
untuk jangka waktu lima tahunan. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151
Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana
strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi
kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai
‘Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun”.

Disamping itu. sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun
Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat
berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan
mendasar tersebut meliputi aspek aspek penerapan pendekatan penganggaran
dengan perspektif jangka menengah penerapan penganggaran secara terpadu dan
penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan mengacu kepada perubahan
mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut akan lebih menjamin

peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran.
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1.2. Landasan Hukum

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangaunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kkali.
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata
cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 Nomor 1 seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 —
2023 ;

Peraturan Bupati Magetan No. 15 thn 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2016 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

Keputusan Bupati Magetan No. 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan
Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Magetan,;
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I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magetan adalah sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan
pembangunan tahunan untuk 5 tahun ke depan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika dan pedoman bagi bidang - bidang merumuskan program/kegiatan
dalam rangka pencapaian target visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Magetan periode
masa jabatan tahun 2018 - 2023 serta pencapaian target penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang telah menjadi wewenangnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Magetan adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan
penjabaran visi - misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun
mendatang;

2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;

3. Menjamin terciptanya konsistensi,sinergi dan harmonisasi antar dokumen
perencanaan dan penganggaran selama 5 tahun;

4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan
pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima

tahunan.
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1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan

Tahun 2018 - 2023 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VIl

BAB VIl

PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisikan Latar Belakang. Landasan
Hukum. Maksud dan Tujuan. serta Sistematika Penulisan.
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.
Sumber Daya Manusia. Sarana dan Prasarana. Kinerja Pelayanan
serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Telaahan Visi Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Telaahan Renstra .
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi

dan Informatika

: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan

pembangunan.
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Il. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah

.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 64). Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,
urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

I.1.2 Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di bidang komunkasi dan informaika, bidang persandian
dan bidang statistik.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komuniksi dan informatika, bidang persandian
dan bidang statistik.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika,
bidang persandian dan bidang statistik.
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang
persandian dan bidang statistik.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Sekretaris :
Seketaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas
merencanakan. melaksanakan. mengoordinasikan. mengendalikan. membina dan
mengevaluasi kegiatan administrasi umum. kepegawaian. perlengkapan.
penyusunan program dan keuangan.
Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. Pengelolaan urusan surat-menyurat. kearsipan keprotokolan. rumah tangga
ketertiban. keamanan penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
b. Menyusun perencanaan. evaluasi dan pelaporan kegiatan;
c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
Renstra Kominfo Z01I8-2075 6
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Pengelolaan urusan Kepegawaian;

Pengelolaan urusan keuangan;

. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;

Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;

Pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan

pada bidang; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai

tugas:

- 0 Q 0 T

J-

. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengetikan;

. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa.

Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan.

. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor.

. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan pelengkapan kantor.

Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data

kepegawaian cuti kenaikan pangkat. pensiunan.

. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawaij

. Mengurus kesejahteraan pegawai.

Melaksanakan pengelolaan arsip; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai

tugas:

a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan rencana kegiatan
anggaran;

b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

c. Melaksanakan tata usaha keuangan,;

d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;

e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;

f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;

g. Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan
anggaran;

h. Menyusun laporan keuangan,;

Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;

. Menyiapkan data penyusuanan Rencana Strategis(RENSTRA);

Menganalisa data menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA);
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m.Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

n. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil
kegiatan;

0. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring. evalusai hasil rencana
kerja. realisasi fisik dan anggaran. sistem informasi Perencanaan Daerah
(SIPD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  (LkjIP). Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

p. Mengelola dokumen perjanjian kinerja;

g. Mengkoordinasikan. menghimpun pelaksanaan penyusunan standart
pelayanan (SP). Standart Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM);

r. Menyiapkan data untuk sistem informasi rencana umum pengadaan
(SIRUP);dan

s. Melaksanakaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris;

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan
norma standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta pemantauan. evaluasi dan pelaporan di bidang layanan
hubungan media opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah.
pelayanan informasi publik di Daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media.
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah
Daerah. pelayanan informasi publik di Daerah;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan
media. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah
Daerah. pelayanan informasi publik di Daerah;

C. penyiapan bahan penyusunan norma standar prosedur dan Kkriteria
penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media. pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah. pengelolaan informasi untuk

mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah pelayanan informasi
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publik di Daerah;

. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

layanan hubungan media. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah daerah. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan

nasional dan Pemerintah Daerah. pelayanan informasi publik di Daerah;

. pemantauan. evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media.

pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah

Daerah. pelayanan informasi publik di Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai

tugas:

a.
b.

melakukan layanan monitoring isu publik di media massa dan media sosial;
mengumpulkan pendapat umum (survei jajak pendapat) dan pengolahan

aduan masyarakat di Daerah;

. melakukan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral

lingkup nasional dan Daerah;

. melakukan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung

komunikasi publik lintas lingkup nasional dan Daerah;

. melakukan pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas

sektoral lingkup nasional dan Daerah;
melakukan pengelolaan informasi publik sebagai pelaksanaan/implementasi
peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;

. melakukan pelayanan informasi publik sebagai pelaksanaan/implementasi

peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;

. melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat di Daerah;

. melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif

Pemerintah Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

a. melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;

b. melakukan pembuatan konten lokal,;

c. melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media

internal;

d. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah
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dan non Pemerintah Daerah di Daerah;
e. melakukan pengelolaan hubungan dengan media;
f. melakukan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. penyusunan
norma standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur
dasar data center disaster recovery center dan TIK layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet. Layanan manajemen data dan informasi
e-Government. Integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan
informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.
penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Teknologi Informasi
dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar
data center disaster recovery center dan TIK layanan pengembangan intranet
dan penggunaan akses internet. layanan manajemen data dan informasi e-
Government integrasi layanan publik dan kepemerintahan layanan keamanan
informasi e-Government layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.
penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar
data center disaster recovery center dan TIK layanan pengembangan intranet
dan penggunaan akses internet. layanan manajemen data dan informasi e-
Government integrasi layanan publik dan kepemerintahan layanan keamanan
informasi e-Government layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.
penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

C. penyiapan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria
penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center disaster
recovery center dan TIK. layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet. layanan manajemen data dan informasi e-Government.
integrasi layanan publik dan kepemerintahan layanan keamanan informasi e-
Government layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.

penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
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d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen
data dan informasi e-Government integrasi layanan publik dan
kepemerintahan. layanan keamanan informasi e-Government layanan sistem
komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi;

e. dan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar
data center disaster recovery center dan TIK. Layanan pengembangan intranet
dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan layanan keamanan
informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

f. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
a. melakukan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC)
dan Disaster Recovery Center (DRC);
b. melakukan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-
Government,
c. melakukan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam
pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
melakukan Government Cloud Computing;
melakukan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
melakukan layanan filtering konten negatif;

melakukan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah; dan

Ta ™o o

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengembangan Aplikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ angka 2 mempunyai tugas:
melakukan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik
yang terintegrasi;

melakukan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;

melakukan layanan penetapan standar format data dan informasi;

a. melakukan walidata dan kebijakan;

b. melakukan layanan recovery data dan informasi;

c. melakukan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non
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pemerintahan;
d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sistem
Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
. melakukan Layanan Layanan interoperabilitas;
melakukan Layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;

melakukan layanan pusat Application Program Interface (API) Daerah; dan

@ ™o

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ angka 3 mempunyai tugas :
a. melakukan layanan monitoring trafik elektronik;
b. melakukan layanan penanganan insiden keamanan informasi;

c. melakukan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang

keamanan informasi;

d. melakukan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah

Daerah;

melakukan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi;

melakukan penyelenggaraan internet sehat. kreatif. inovatif dan produkiif;

melakukan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;

> @ & o

melakukan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi

oleh aparatur pemerintahan;

i. melakukan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan
pemerintah daerah

j- melakukan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk
pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi.
pengelolaan sumber daya manusia sandi pengelolaan perangkat Iunak
persandian. pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring
komunikasi sandi;

k. melakukan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi
sandi antar Perangkat Daerah;

|.  melakukan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi
sandi;

m. melakukan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi pengelolaan sumber daya
persandian operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional
pengamanan komunikasi sandi;

n. melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;

0. melakukan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan

pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

gg.

melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah
Daerah;

melakukan pengiriman. penyimpanan pemanfaatan dan penghancuran
informasi berklasifikasi;

melakukan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan
pemerintah daerah melalui program pendidikan pelatihan, fasilitasi, asistensi.
bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui
program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop
dan/atau seminar;

melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat
lunak dan perangkat keras persandian;

melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian.
perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam
rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;

melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam
rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;

melakukan penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna
pada komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;

melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat
Daerah;

melakukan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi
penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan
persandian lainnya;

melakukan pengamanan informasi elektronik;

melakukan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka
pengamanan informasi dan komunikasi;

melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional
persandian dan keamanan informasi;

melakukan penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi ;

terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi. pengelolaan
sumber daya persandian. operasional pengelolaan komunikasi sandi dan
operasional pengamanan komunikasi sandi;

melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengelolaan informasi berklasifikasi. pengelolaan sumber daya persandian.
operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan

komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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hh. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Tata Kelola Komunikasi dan Informatika

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

1. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Penyusunan

2.

norma. standar. Prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta pemantauan. evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga. Pelayanan publik dan
kegiatan Daerah. Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan
masyarakat. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)

Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di Daerah.

pengelolaan data dan statistik Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Tata Kelola

Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi. Layanan nama
domain dan sub domain bagi lembaga. Pelayanan publik dan kegiatan Daerah.
pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat.
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Daerah. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Daerah. Pengelolaan
data dan statistik Daerah;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi. Layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga. Pelayanan publik dan kegiatan
Daerah. Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan
masyarakat. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Daerah.
pengelolaan data dan statistik Daerah;

c. Penyiapan bahan penyusunan norma. Standar, prosedur dan kriteria
penyelenggaraan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasi. Layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga. Pelayanan publik dan kegiatan Daerah. Pengembangan
sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat. Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Daerah. Pengelolaan data dan
statistik Daerah;

d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
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penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga. Pelayanan
publik dan kegiatan Daerah. Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah
Daerah dan masyarakat. penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart
City di Daerah. Pengelolaan data dan statistik Daerah;

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi. Layanan nama
domain dan sub domain bagi lembaga. Pelayanan publik dan kegiatan Daerah.
pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat.
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Daerah. penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Daerah. Pengelolaan
data dan statistik Daerah; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Sumber Daya Komunikasi dan Informatika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
a.melakukan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi  bagi
media dan lembaga komunikasi publik; melakukan pengembangan sumber
daya komunikasi publik;
b.melakukan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi
penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan pelayanan publik dan
kegiatan pemerintahan. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
c. melakukan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah,;
d.melakukan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan
domain, portal dan website;
. melakukan penetapan dan pengubahan nama pejabat domain;
melakukan penetapan dan pengubahan nama domain dan sub domain;

. melakukan penetapan tata kelola nama domain. sub domain;

o Q@ /o

.melakukan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis
bidang TIK;

i. melakukan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi
e-Government dan smart city ; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
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Seksi Tata Kelola e-Government

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

a. melakukan layanan penetapan regulasi dan kebijakan implementasi e-
Government Daerah;

b. melakukan layanan koordinasi kerja sama lintas Satuan Kerja Perangkat
Daerah. lintas Pemerintah serta non pemerintah;

c. melakukan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah
Daerah;

d. melakukan layanan pengembangan business process re-engineering pelayanan

di lingkungan pemerintah dan non pemerintah (stakeholder smart city);

melakukan layanan sistem informasi smart city;

melakukan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;

melakukan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian smatrt city,

s Qe ™0

melakukan layanan implementasi e-government dan smart city,

. melakukan promosi pemanfaatan layanan smart city di Daerah; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Data dan Statistik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

a. melakukan penyusunan dan pengumpulan data/informasi yang berhubungan
dengan statistik sektoral Pemerintah Daerah yang dilakukan secara berkala
maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui survei kompilasi produk
administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi;

b. melakukan pengolahan. updating dan analisis data/informasi yang
berhubungan dengan statistik sektoral daerah untuk kepentingan Pemerintah
Daerah dan masyarakat;

c. melakukan penyusunan dan pengumpulan dan pengolahan data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB);

d. melakukan penyajian data/informasi yang berkaitan dengan statistik Daerah
untuk konsumsi publik melalui teknologi informasi; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi
dalam berbagai kelompok jabatan serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai
dengan keahlian.
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Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan

Pejabat Fungsional melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, serta memperhatikan prinsip-

prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam

maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta
instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(1)Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan
koordinator Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin.
mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan atau anggota kelompok masing-masing.

(2)Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan
Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
tepat pada waktunya.

(3)Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). tembusan
laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4)Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Kepala Seksi dan koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dari
bawahan atau anggota kelompoknya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan atau anggota kelompoknya.

Sekretaris Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada
Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala

Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I.1.3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terbagi menjadi 3 Bidang
mempunyai 8 seksi dan 1 Sekretariat yang mempunyai 2 sub bagian. Masing-
masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. Sedangkan masing-masing sub bagian dipimpin oleh
seorang Sekretaris. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Magetan dapat dilihat dibawah ini.
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1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Komunikasi dan linformatika
Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS)

Dengan jumlah rincian sebagai berikut :

Tabel 1:
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan

berdasarkan Pangkat / Golongan :

No | Pangkat/Golongan ruang Jumlah Keterangan
(orang)

1 Pembina Utama (IV/e) -

2 Pembina Utama Madya (IV/d) | -

3 Pembina Utama Muda (1V/c) -

4 | Pembina Tingkat I (IV/b) 1 Kadin

5 Pembina (IV/a) Sekdin/Kabid

6 Panata Tingkat | (111/d) Kabid/Kasi

7 Penata (lll/c) Staf

8

©

Penata Muda (lll/a) Staf
10 | Pengatur Tingkat | (11/d) Staf
11 | Pengatur (ll/c) Staf
12 | Pengatur Muda Tingkat | (lI/b) -
13 | Pengatur Muda (ll/a) 1 Staf
14 | Juru Tingkat | (1/d) -
15 | Juru (l/c) -
16 | Juru Muda Tingkat I (I/b) -
17 | Juru Muda (l/a) -
Jumlah = 26

2
5
2
Panata Muda Tingkat I (l11/b) 7 Staf
1
1
6
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Tabel 2 :
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang

berdasarkan Jabatan/Eslon

No Jabatan Eselon Jumlah (orang)
1. Kepala [I/b 1
2. Sekretaris l/a 1
3 Kepala Bidang /b 3
4 Kasubag IV/a 1
5 Kasi IV/a 4
6 Staf/pelaksana - 16
Jumlah 26
Tabel 3 :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang telah

mengikuti Diklat kepemimpinan.

No Jenis Diklat Jumlah (orang) | Keterangan
1. Diklat PIM III 6
2. Diklat PIM IV 2
Jumlah 8
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Tabel 4:
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
berdasarkan pendidikan

Jumlah Rincian(orang)
(orang) PNS THL
S2 2 2 -
S1 Teknik Informatika 5
S1 Hukum

S1 Akutansi

S1 Administrasi Negara
S1 Budidaya Pertanian
S1 Komunikasi

S1 Geodesi

S1 Peternakan

S1 Akuntansi

S1 Administrasi Umum

Pendidikan

S1 Administrasi Negara
S1 Komputer Informatika
S1 Teknik Elektro

S1 Teknik Telekomunikasi - - -

e N N N U G (O T N W
e N N N U G (O T N
1

D Il Ekonomi Manajemen 1 1 1
D Il Komputer Informatika - - -
D Il Teknik Informatika - - -
D Il Teknik Komputer 3 3 -
D Il Akutansi - -
SMA 7 7 6
SMP - - -
SD - - -
JUMLAH 26 26 17
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Tabel 5 :

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

mendukung kelancaran pelaksanan tupoksinya adalah sebagai berikut:

No Uraian Jumlah | No Uraian Jumlah
1. | AC Split 1 31 | Meja Kerja Pejabat Eselon II 1
2. | AC Unit 12 32 | Meja Kerja Pejabat Eselon Il 5
3. | Alat Pemadam/Portable 1 33 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV 7
4. Amplifier 1 34 Meja Komputer 5
5. | Antena VHF/FM Stationary 1 35 Meja Rapat 3
6. | Audio Filter 1 36 | Meja Tulis 3
7. | Audio Tape Reel Recorder 1 37 ('\ﬁi%? etik Manual Portable 3
8. Ezprg:gz: Gedung Instalasi 1 38 | Microphone 1
9. | Calibration Exiter 1 39 Microscope 5
10 | camera Digital 1 40 | Mixer 1
11 | Compresor 1 41 | Note Book 3
12 | Concrete Mixer 1 42 | p.C. Unit 19
13 Digital Audio Tape Recorder 1 43 | Printer 11
14 | Equalizer 1 44 | Radio 1
15 | Filling Besi/Metal 2 45 | Radio Control 1
16 finger print 1 46 | Recorder 2
17 | Headphone 6 47 | Sepeda Motor 7
18 | Kabel listrik 2 48 | station Wagon 3
19 | Kipas Angin 2 49 | Tape Recoder 6
20 | Kursi Biasa 10 50 | Telephone Hybrid 1
21 | Kursi kayu/Rotan/Bambu 8 51 tJJliDrg()amuptible Power Supply |,
22 | Kursi Kerja Pegawai Non 9 52 | Unit Pemancar MF/MW 1
Struktural Portable
23 | Kursi Kerja Pejabat Eselon 1 53 | Unit Pemancar MF/MW 1
1 Transportable
24 | Kursi Lipat 16 | 54 lTJ:‘;nZSOT;%‘I":r SHF 1
25 | Kursi Putar 8 93 | Unit Power Supply 1
26 | Kursi Tamu 3 56 | Video Compact Disk (VCD) 1
27 | Lampu Hias 1 57 | LOUDSPEAKER 2
28 Lap Top 9 58 Meja Kayu/Rotan 11
29 | LCD Proyektor 2 59 | Meja Kerja Pegawai Non 7
Struktural
30 Ilsgmari_ Arsip untuk arsip 1 60 | [ emari Kaca 1
inamis
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1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
berdasarkan sasaran/target Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Magetan periode 2013-2018 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
Adapun hasil evaluasi dapat dilihat dari Tabel Review Pencapaian Kinerja SKPD
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dan Tabel Anggaran dan
Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Magetan sebagai berikut :
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Berdasarkan penyajian tabel T-C.23 penjelasan capaian kinerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Magetan terbagi dalam tiga urusan yaitu Urusan
Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian. Indikator
Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah sebelumnya menunjukkan bahwa
sebagian besar indikator telah tercapai dengan baik yakni 100% pada periode
renstra sebelumnya. Namun ada indikator Urusan Persandian yang capaiannya tidak
bisa terukur disebabkan belum terdatanya target pada RPJMD periode tahun
sebelumya, dan sebelum tahun 2017 urusan persandian belum masuk pada Dinas
Komunikasi dan Informatika melainkan masih melekat di bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Magetan. Untuk Tahun 2017 persandian masuk menjadi Urusan
Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, namun untuk
capaian indikator pun masih terbilang rendah yaitu hanya 3,51 %. Hal ini
disebabkan karena belum ada pemahaman OPD terhadap pentingnya keamanan
informasi dan untuk solusinya Dinas Komunikasi dan Informatika akan secara rutin
melaksanakan sosialisasi dan pembuatan tatakelola terkait dengan pengamanan
informasi, Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik, dan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi.

Untuk Indikator (1). Presentase pengembangan e-government dalam pelayanan
pemerintahan, (2). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (3). Cakupan
layanan informasi dan komunikasi publik , (4). Presentase ketersediaan dan kualitas
data statistik sektoral dan (5). Indeks Kematangan Keamanan Informasi belum
tersedia data dikarenakan indikator tersebut baru akan dilaksanakan di Renstra
periode tahun 2018 -2023.
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Berdasarkan penyajian tabel T-C. 24 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Magetan sebelum tahun 2017 masih tersebar di beberapa OPD. Untuk urusan
Komunikasi dan Informatika ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Bagian Humas dan Protokol. Urusan
Persandian berada di Bagian Umum Sekretariat Daerah, sedangkan urusan statistik di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun capaian penyerapan anggaran

selama 5 tahun yang lalu sudah baik yaitu diatas 90%.
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1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan
dalam peningkatan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Magetan sebagai berikut :

Tuntutan warga masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang cepat dan
akurat.

1. Keinginan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga
ketersediaan aplikasi pendukung sangat diperlukan.

2. Era Revolusi Industri 4.0 mengharuskan kesiapan stakeholder dalam
mewujudkan smartcity dengan dukungan data statistik yang akurat.

3. Kurangnya pemahaman seluruh stakeholder, pimpinan dan staf, tentang peran
strategis e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Ancaman terhadap keamanan informasi dan penyalahgunaan data semakin
tinggi.

Sedangkan beberapa peluang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan Dinas Kominfo

Kabupaten Magetan Lima tahun kedepan dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, dan mudah diakses
secara cepat dan murah.

2. Berkembangnya aplikasi open source yang lebih ekonomis, dan semakin
banyak aplikasi e-gov yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun
daerah lain yang bisa diadopsi.

3. Terdapat komitmen dan dukungan kepala daerah tentang penerapan e-
government dan pengembangan data statistik sektoral.

4. Menguatnya kebijakan SPBE secara nasional (adanya Perpres 95/2018) perlu

dimanfaatkan Pemerintah Daerah.
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BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Dalam upaya memaksimalkan peranan kegiatanya masih terdapat

permasalahan/ kendala antara lain:

1.

Belum terdukung tenaga teknis yang berkompeten di masing-masing
bidang.

Upaya mengoptimalkan peran dalam kegiatan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Magetan selalu dihadapkan dengan kondisi tehnis
perencanaan. perekayasaan dilapangan yang semakin rumit dan komplek
sehingga apabila tidak terdukung personil yang berkompetensi (proposional)
maka hasil kinerja/capaian tidak akan maksimal bahkan dapat menimbulkan

kendala atau ancaman dimasa mendatang.

Data personil :

o Pendidikan Kondisi saat ini Kg::;rl]z:rr:g Kurang
(Orang) (Orang)

1 S2 2 3 2
2 S1 Teknik Informatika 1 10 9
3 S1 Hukum 1 2 1
4 S1 Ekonomi Manajemen - 2 2
5 S1 Ekonomi Akutansi 1 3 2
6 S1 Administrasi Umum 1 1 0
7 S1 Administrasi Negara 1 1 -
8 S1 Pertanian 2 3 -
10 S1 Komunikasi 1 6 5
11 S1 Geodesi 1 1 -
12 S1 Peternakan 1 1 -
13 | S1 Teknik Elektro 1 1 -
14 | S1 Sosial Politik 2 2 -
15 D Il Teknik Informatika 2 5 3
16 D Il Komputer 1 5 4

D Il Ekonomi Manajemen 1 - -
18 | SMA 7 9 2

Jumlah = 26 55 30
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2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan e-gov belum optimal dalam mendukung Kkinerja
pemerintahan keterbukaan informasi publik dan layanan publik.
2. Kurangnya kesiapan stakeholder dalam memasuki era revolusi industri 4.0
khususnya dalam mewujudkan smart city.
3. Masih belum berkwalitasnya data dan informasi yang akurat update dan
terintregasi dalam penyususan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Lemahnya kebijakan tata kelola keamanan informasi di lingkup pemerintah

daerah.

Dari beberapa permasalahan/kendala tersebut di atas maka Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Magetan guna mewujudkan visi misi Kabupaten Magetan

perlu menyusun perencanaan strategis (Renstra) untuk tahun mendatang.

lll.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi Kepala Daerah Kabupaten Magetan periode 2018-2023 vyaitu :
“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH
SEJAHTERA”

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan
Magetan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga
diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Magetan saling

bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut.

Masyarakat Magetan yang SMART merupakan kepanjangan dari Sehat, Maju,
Agamis, Ramah dan Terampil yang merepresentasikan karakteristik masyarakat
dan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini. Masyarakat yang memiliki kemampuan
jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik
(terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya
wirausaha-wirausaha baru (enterpreneur) dalam berbagai bidang kehidupan produktif

di Kabupaten Magetan.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu
rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi. Di tindaklanjuti dengan 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya yang SMART

( Sehat,Maju, Agamis, Ramah, Terampil )

Renstra Kominfo Z0I8-2073 34



2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdyaan
koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan
masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana dan fasilitas bagi
kegiatan pelayanan masyarakat.

5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen
pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Dalam rangka mendukung dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Periode 2018 — 2023 maka Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Tugas

dan Fungsi melaksanakan misi ke- 5 yaitu :

“Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan
manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil “ yang mengandung
maksud, Misi ini memiliki arah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi yang profesional dalam pelayanan
terhadap masyarakat yang adil. Pelayanan masyarakat ini juga didukung oleh
pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan.Dengan demikian, kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi

dalam rangka menuju good governance.

Tabel lll. 2. 1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023

VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH
SEJAHTERA

Arah
Kebijakan

Indikator
Sasaran

Tujuan Sasaran Strateqgi

Misi 5 Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan

manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

dan pelayanan
publik

dan pelayanan
publik

Meningkatkan | Meningkatnya Indeks sistem | Memperbaiki Meningkatkan
tata kelola kinerja pemerintahan | sistem kualitas
pemerintahan | penyelenggaraan | berbasis penyelenggaraan | pengelolaan
yang baik pemerintahan elektronik pemerintahan e-government
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lll.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan mempunyai hubungan
fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan rencana
strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019 bahwa program utama
nasional bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan
informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud
kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan
pembangunan.

b. Tersedianya akses broadband nasional internet dan penyiaran digital yang
merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pendidikan
sosial budaya pertahanan dan keamanan.

c. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien berdaya
saing dan aman.

d. Terciptanya budaya pelayanan revolusi mental.reformasi birokrasi dan tata kelola
Kementrian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas bersih efektif dan
efisien.

Mengacu pada program utama Kementrian Komunikasi dan Informatika
tersebut diatas pada dasarnya terdapat keselarasan dengan visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Magetan dan permasalahan yang akan di tuntaskan dalam pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik
masih diperlukan integrasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mengoptimalkan informasi edukatif yang sampai ke masyarakat;
Meningkatkan transparansi informasi dari badan publik kepada masyarakat;

2

3. Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan komunikasi secara merata;

4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan
handal;

o

Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat;
6. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi
informasi;

7. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik;

8. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru
penerang (diseminasi) informasi;

3.3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal

yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
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sasaran jangka menengah rencana strategis Kementrian Komunikasi dan
Informatika. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Timur implikasi rencana tata ruang dan wilayah serta kajian lingkungan hidup
strategis, maka dengan metode analisa SWOT dapat teridentifikasikan isu-isu

strategis sebagai berikut :

a. Memanfaatkan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kebutuhan
masyarakat terhadap layanan berbasis IT;

b. Memanfaatkan SDM bidang komunikasi untuk mendukung tersedianya data dan
informasi serta penyebarluasannya;

c. Menguatkan regulasi komunikasi dan tata kelola TIK;
Mengintegrasikan data antar SKPD dan pengembangan teknologi informasi untuk

meminimalkan kerusakan data dan kejahatan dunia maya.

lll.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
lll.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan
rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah

dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Merujuk pada Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan
Tahun 2012 — 2032. Dalam Rencana Struktur Ruang wilayah, terdiri atas sistem
pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Untuk sistem pusat kegiatan
itu sendiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dimana untuk sistem
perkotaan ditelaah atas pusat perkotaan dan wilayah layanannya. rencana
fungsinya dan pengembangan fasilitas yang ada di kawasan perkotaan itu sendiri.
Terdapat istilah yang dimaksudkan sebagai klasifikator antara kelompok yang
dibedakan dengan melihat dari segi fungsinya yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL),
Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), Pusat Pengembangan Kecamatan (PPK).
Kecamatan Magetan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat
pemerintahan. pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, serta industri.
Keputusan tersebut cukup rasional, mengingat Kecamatan Magetan pada peta
memiliki posisi yang cukup strategis sebagai pusat kota. Dari segi efektivitas dan
efisiensi posisi tersebut sangat memungkinkan kemudahan akses dari wilayah-
wilayah sekitar ke pusat kabupaten. Kemudian untuk wilayah yang termasuk Pusat
Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) vyaitu Kecamatan Maospati, Kecamatan
Kawedanan, Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Parang.

Selanjutnya adalah wilayah Pusat Pengembangan Kecamatan (PPK) dimana yang

temasuk wilayahnya vyaitu Kec. Panekan, Kec. Ngariboyo, Kec. Barat, Kec.
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Kartoharjo, Kec. Karas, Kec. Sukomomro, Kec. Bendo, Kec. Takeran, Kec.
Nguntoronadi, Kec. Lambeyan, Kec. Poncol, dan Kec. Sidorejo.

lll.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Berdasarkan indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB),
dapat diketahui indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
nasional (RPJMN 2019). Terkait indikator TPB yang dilaksanakan Dinas Komuniaksi
dan Informatika Kabupaten Magetan adalah Pemerataan akses internet termasuk E-

Government dengan penyajian data sebagai berikut :

Persentase Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Pemerintahan

Pengembangan E-Government dalam pelayanan pemerintahan di Kabupaten
Magetan terus meningkat sejak tahun 2013 data tercatat sebesar 38,89% dan pada
tahun 2017 data tercatat sebesar 55,55%, untuk data selengkapnya dapat dilihat
dapat pada tabel berikut :

Tabel 111.4.2

Persentase Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Pemerintahan

No. | Indikator Satuan | 2013 [ 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Persentase Pengembangan

1. | E-Government Dalam % 25 30 30 30 35
Pelayanan Pemerintahan

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan 2017

lll.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertanganani

pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam

Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah

permasalahan atau potensi yang akan terjadi pada 2 (dua) tahun ke depan.

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

secara sinergi partisipatif dan akuntabel Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan informasi dan keterbukaan informasi publik.

2.Belum optimalnya implementasi e - Government untuk meningkatkan pelayanan
administrasi pemerintahanan dan pelayanan publik.

3.Dengan adanya revolusi industri 4.0 Dinas Komunikasi dan Informatika harus
menyiapkan kebijakan yang mendukung smart city.

4.Masih kurangnya pemahaman terkait pengamanan dan keamanan informasi.

5.Ketersediaan data informasi dan statistik sektoral yang masih belum memadai.

6.Kebutuhan Informasi tentang penyelenggraan pelayanan publik.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan
Informatika mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang ke - Lima yaitu
Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen

pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi. melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan
dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur spesifik mudah tercapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan
tujuan dan sasaran yang sebagaimana diamanatkan dalam perubahan RPJMD
Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya

sebagai Dinas komunikasi memiliku tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang hendak dicapai
sebagai berikut :

% Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-

government

Sasaran

Dalam mencapai tujuan maka beberapa sasaran yang akan dituju oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika antara lain sebagai berikut :

1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis
elektronik.

2) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik

3) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah

4) Meningkatnya keamanan informasi daerah
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Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Komunikasi dan Informatika

TARGET KINERJA SASARAN PADA

NO.|  TUJUAN SASARAN pyereive TAHUN
2019 2020 2021 2022 | 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatkan Meningkatnya Persentase OPD, |10,00% | 40,00% |70,00% | 80,00% | 90,00%
penyelenggaraan kinerja kelurahan dan
sistem penyelenggaraan | desa yang
pemerintahan pemerintahan menyelenggaraka
berbasis elektronik | dan pelayanan n sistem
atau e-government | publik berbasis pemerintahan
elektronik berbasis elektronik
Meningkatnya Cakupan layanan | 65,00% | 70,00% | 75,00% | 80,00% | 85,00%
layanan informasi dan
informasi dan komunikasi publik
komunikasi
publik
Meningkatnya Cakupan 60,00% | 70,00% |80,00% | 90,00% | 100,00
ketersediaan dan | ketersediaan data %
kualitas data dan | statistik sektoral
informasi statistik
daerah
Meningkatnya Indeks 292,00 | 300,00 | 325,00 | 375,00 | 400,00
keamanan kematangan Angka | Angka | Angka | Angka | Angka
informasi daerah | keamanan
informasi
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD
dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga
dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan
perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan
aktivitas pembangunan tetapi juga segala program yang mendukung dan
menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk
di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi. sistim manajemen.
dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi

a. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) ;

b. Meningkatkan produksi konten daerah;

c. Meningkatkan kualitas data sektoral di setiap OPD;

d. Meningkatkan keamanan informasi di setiap OPD.

Kebijakan

Dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan
kebijakan yang menjadi dasar dalam tahun ke depan. Kebijakan dimaksud

meliputi:

a. Meningkatkan kualitas pengelolaan e-Government;

b. Optimalisasi newsroom, saluran komunikasi daerah, kelompok informasi
masyarakat;

c. Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral kepada seluruh OPD;

d. Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah daerah.
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Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan

MISI 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan
manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan
penyelenggaraan
sistem
pemerintahan
berbasis elektronik
atau e-government

Meningkatnya
kinerja

Memperbaiki sistem
penyelenggaraan

Meningkatkan kualitas
pengelolaan e-

penyelenggaraan | pemerintahan dan Government
pemerintahan dan | pelayanan publik
pelayanan publik dengan
berbasis elektronik | meningkatkan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE)
Meningkatnya Meningkatkan Optimalisasi

layanan informasi
dan komunikasi
publik

produksi konten
daerah

newsroom, saluran
komunikasi daerah,
kelompok informasi
masyarakat

Meningkatnya
ketersediaan dan
kualitas data dan
informasi statistik
daerah

Meningkatkan
kualitas data
sektoral di setiap
OPD

Pembinaan
pengelolaan data
statistik sektoral
kepada seluruh OPD

Meningkatnya
keamanan
informasi daerah

Meningkatkan
keamanan informasi
di setiap OPD

Pembangunan sistem
keamanan informasi
pemerintah daerah
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Untuk mewujudakan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu

disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator
kinerja dan pendanaan.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini :
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BAB Vi
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja perangkat Daerah yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.

Kinerja :

1.

Presentase pengembangan e-government dalam pelayanan pemerintahan

E-government atau electronic government adalah penggunaan teknologi informasi
oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya baik itu
urusan terkait pemerintahan maupun bisnis dan usaha. Pentingnya e-government
salah satunya didasari atas kebutuhan pemeritahan yang transparan dan tuntutan
akan perubahan jaman yang semakin maju. Program tersebut tentunya memiliki
tujuan, salah satunya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.

Bentuk-bentuk peningkatan publik yang dimaksud meliputi beberapa hal berikut ini.
Pertama, jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di
mana saja dan kapan saja. Kedua, semakin terjangkaunya biaya transaksi layanan
publik salah satunya melalui program paperless. Ketiga, hubungan pemerintah
dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu update. Keempat,
kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk
peningkatan fasilitas publik. Terakhir, menjamin transparansi dan efisiensi kinerja
pemerintah.

Proses perubahan dari model konvensional menjadi e-government tentu memiliki
tantangan tersendiri apalagi untuk memulai. Seringkali pemerintah bingung harus
memulai dari mana karena minimnya SDM dan SDA. Namun langkah awal harus
segera ditempuh, misalnya dimulai dari penayangan potensi wisata daerah,
informasi umum terkait pemerintahan (foto dan nama Bupati, alamat kantor dinas,
dan lain-lain), dan informasi perniagaan. Selain itu, informasi pendidikan juga tidak
kalah penting untuk disampaikan seperti jam belajar, profil sekolah di kabupaten

tertentu, dan informasi pendidikan lainnya.
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Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional
pengembangan E-government menjadikan e-government sangat layak untuk
diterapkan sebagai bentuk dukungan dari pengembangan pelayanan kepada

masyarakat.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat
SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses
kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya,
maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana
kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang
menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif
dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh
semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE.
Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka
melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah. Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan hasil evaluasi SPBE. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola
SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE.

3. Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun
2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu
tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses
informasi publik bagi pemohon informasi.

Di Era keterbukaan informasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi
dan Komunikasi (TIK), menjadikan dunia seakan tanpa mengenal batas wilayah.
Manusia dengan mudah dan cepat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.
Kondisi ini, apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam
memilah dan memilih informasi yang tersedia secara transparan berdampak pada
kontra produktif dalam kerangka pembangunan di segala bidang. Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM) memiliki peran strategis dalam upaya menjawab tantangan
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tersebut karena KIM sebagai komunitas masyarakat informasi yang tumbuh dan
berkembang di tengah — tengah kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia
merupakan masyarakat sadar informasi yang diharapkan dapat berperan menjadi
fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi
antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya antara masyarakat dan
pemerintah. KIM sebagai agen informasi, berperan aktif mendistribusikan informasi
yang perlu diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan
langkah antisipatif yang bermanfaat untuk menopang aktivitas mereka. Dalam
meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat Dinas
Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) yang ada di Kecamatan-kecamatan. Dinas Komunikasi dan
Informatika menyediakan informasi kepada masyarakat melalui media di majalah,
radio, TV, media Online (Website), media Pertunjukan Rakyat, media interpelasi
(ceramah/diskusi/lokakarya), media luar ruangan (booklet, leaflet, brosur, buletin,
spanduk, baleho) dan pameran. Dengan penyediaan informasi tersebut ditargetkan

distribusi informasi kepada masyarakat dapat terlayani dengan baik.

4. Presentase ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan instansi tertentu yang merupakan tugas pokok instansi yang
bersangkutan. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui
kecendrungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas,
sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk
memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam
pelaksanaan.

Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah dapat
menyelenggarakan sendiri dan/ atau bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik.
Sedangkan untuk memperoleh data dilakukan dengan cara survei, kompilasi produk
administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berusaha sebaik
mungkin untuk mencukupi ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral.
Memanfaatkan informasi hasil pengolahan dan analisa data untuk penyusunan
program dan/atau evaluasi penyelenggaraan bukanlah hal yang dapat disepelekan.
Metode penyajian informasi menjadi hal yang sangat penting agar seluruh data yang
telah terdokumentasi dapat menghasilkan informasi yang dapat diakses oleh

stakeholder dengan cara yang mudah dan cepat.
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5. Indeks Kematangan Keamanan Informasi

Keamanan informasi pada suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting dan
harus menjadi perhatian utama. Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) tidak
ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang
ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan
kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks
Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) dilakukan oleh penyelenggara layanan

publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informasi yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD

Kondisi Kondisi
Kineri Kineri
Aspek/Fokus/Bidang mena nena.
. pada . . pada akhir
Urusan/Indikator awal Target Capaian Setiap Tahun periode
NO Kinerja periode RPJMD
Pembangunan RPJMD
daerah
2018 2019 | 2020 | 2021 2022 2023
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Presentase % 10 40 50 60 70 80
1 pengembangan e-
" | government dalam
pelayanan pemerintahan
Indeks Sistem - - 2 2.2 2.4 2.8 3
2. | Pemerintahan Berbasis
Elektronik
Cakupan layanan % 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 85,00
3. | informasi dan komunikasi
publik
STATISTIK
Presentase ketersediaan % 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 100,00
4. | dan kualitas data statistik
sektoral
PERSANDIAN
Indeks Kematangan Angka 292 300 325 375 400 400
5. | Keamanan Informasi
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Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu kepada RPJMD tersebut

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika yang

dihitung dengan rumus sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN INDIKATOR
NO STRATEGIS SASARAN FORMULASI
1 Persentase
Meningkatnya OPD,
kinerja kelurahan dan
penyelenggaraa | desa yang Jumlah OPD, kelurahan dan desa yang
n pemerintahan | menyelenggar menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik x100%
dan pelayanan akan sistem Jumlah seluruh OPD, kelurahan dan desa
publik berbasis | pemerintahan
elektronik berbasis
elektronik
2
Meningkatnya Cakupan
layanan layanan Jumlah media komunikasi dan informasi
informasi dan informasi dan publik yang dipantau dan dikelola x 100
komunikasi komunikasi Jumlah media informasi
publik publik
3 Meningkatnya
ketersediaan Cakupan
dan kualitas ketersediaan Jumlah OPD yang menyediakan data statistik sektoral x 100%
data dan data statistik Jumlah OPD
informasi sektoral
statistik daerah
4 Meningkatnya Indeks
'keamana}n kematangan Pengukuran indeks keamanan informasi
informasi keamanan
daerah informasi
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas
dan fugsinya.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi. komitmen
dan semangat seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan
yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk
memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan
tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaanya sebagai berikut :

1.Seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Magetan
berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan
dalam Renstra Dinas komunikasi dan Informatika kabupaten Magetan ini dengan
sebaik-baiknya.

2.Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini merupakan
acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam
pengendalian dan evaluasi dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan

yang tetah ditetapkan.

Magetan , Juni 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

'.\.\_: ik

Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Tingkat |
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